
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK 

AKTA JUAL BELI TANAH ATAS SERTIPIKAT 

TANAH YANG BELUM DIBALIKNAMA DAN 

SEDANG DIKUASAI PIHAK KETIGA 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

NADIA MEGA RISTITA 

NPM : 22300058 

 

 

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 

FAKULTAS HUKUM 

2025



i 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK 

AKTA JUAL BELI TANAH ATAS SERTIPIKAT 

TANAH YANG BELUM DIBALIKNAMA DAN 

SEDANG DIKUASAI PIHAK KETIGA 

 

 

SKRIPSI 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA 

MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

NADIA MEGA RISTITA 

NPM : 22300058 

 

 

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA 

2025 







iv 

 

MOTTO 

 

“hanya  mayat yang berhenti belajar dan bertumbuh, jadi jika 

Anda tidak ingin menjadi mayat yang berjalan, maka Anda 

harus bertumbuh”.
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ABSTRAK 

 

Tanah merupakan salah satu objek yang diatur dalam Hukum Agraria, 

yang penguasaannya dibuktikan melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh 

Kantor Pertanahan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait. 

Perubahan nama hak atas tanah pada sertifikat setelah peralihan hak merupakan 

syarat wajib untuk memungkinkan pembeli menikmati haknya secara penuh. 

Namun, dalam praktik banyak transaksi jual beli tanah selesai saat 

penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tanpa dilanjutkan dengan proses balik 

nama sertifikat segera, sehingga pembeli berada dalam bahaya karena status 

haknya belum tercatat. Sertifikat yang masih dimiliki oleh penjual bisa 

digunakan untuk tindakan hukum tertentu yang merugikan pembeli. Sengketa 

tanah sering terjadi dan tidak semua sertifikat menjamin perlindungan hukum 

penuh bagi pemiliknya. Pembeli beritikad baik yang menghadapi penahanan 

sertifikat oleh pihak lain atas dasar utang-piutang memerlukan perlindungan 

hukum, begitu juga kreditor yang menahan sertifikat tersebut. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis kekuatan mengikat AJB terhadap sertifikat yang belum 

balik nama dan perlindungan hukum pemilik AJB ketika sertifikat ditahan 

pihak lain berdasarkan hubungan hukum sebelumnya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pengumpulan data 

sekunder dan analisa deduktif. Hasilnya menunjukkan bahwa AJB memiliki 

kekuatan mengikat secara hukum antara para pihak, namun kepemilikan yang 

diakui negara tercapai setelah proses balik nama sertifikat selesai. Perlindungan 

hukum terhadap pemilik AJB meliputi mekanisme preventif melalui 

pendaftaran tanah dan mekanisme represif melalui proses hukum dalam kasus 

penahanan sertifikat yang tidak sah. Disarankan agar proses balik nama 

dipercepat demi kepastian hukum dan perlindungan para pihak yang beritikad 

baik. 
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ABSTRACT 

 

Land is one of the objects regulated under Agrarian Law, whose 

ownership is proven by certificates issued by the Land Office in accordance 

with the relevant Laws and Government Regulations. The change of the name 

of land rights on the certificate after the transfer of rights is a mandatory 

condition to enable the buyer to fully enjoy those rights. However, in 

practice, many land sale transactions are completed upon signing the Sale 

and Purchase Deed (AJB) without promptly continuing the certificate 

transfer process, putting the buyer at risk since their rights are not yet 

recorded. Certificates still held by the seller may be used for certain legal 

actions detrimental to the buyer. Land disputes frequently occur, and not all 

certificates guarantee full legal protection for their owners. Buyers in good 

faith facing the seizure of certificates by other parties based on debt 

agreements require legal protection, as do creditors holding such certificates. 

This study aims to analyze the binding power of the AJB on certificates not 

yet transferred and the legal protection for AJB holders when certificates are 

seized by other parties based on prior legal relationships. The research 

employs a normative legal approach using secondary data collection and 

deductive analysis. The results show that the AJB legally binds the parties 

involved, but ownership recognized by the state is achieved only after the 

certificate transfer process is complete. Legal protection for AJB holders 

includes preventive mechanisms through land registration and repressive 

mechanisms via legal proceedings in cases of unlawful certificate seizure. It 

is recommended to expedite the transfer process to ensure legal certainty and 

protection for parties acting in good faith. 

 

Keywords: Land rights, Sale and Purchase Deed, Legal protection 
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